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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bertolak dari tulisan yang telah dipaparkan dalam uraian–uraian 

diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan tersangka dalam proses penyidikan di Polres Sleman 

belum sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan belum sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu : a) Masih terjadi kekerasan oleh 

penyidik. b) Dalam hal penyediaan kuasa hukum untuk para tersangka yang 

kurang mampu dalam menghadapi perkaranya tersebut.  

2. Hambatan yang timbul di dalam perlindungan hak tersangka dalam 

proses penyidikan di Polres Sleman adalah hambatan yang berasal dari 

Eksternal serta Internal Polres Sleman. Hambatan yang berasal dari eksternal 

Polres Sleman adalah tersangka yang sedang di sidik oleh penyidik yang tidak 

mau mengakui ataupun menghalang-halangi penyidikan. Hambatan yang 

berasal dari internal Polres Sleman adalah dari segi anggaran yang terbatas 

dari pemerintah sehingga fasilitas dalam penyidikan di Polres Sleman kurang 

memadai. 
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B. Saran 

Dalam penulisan ini dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Seyogyanya Polri memiliki tata cara atau prosedur yang baru 

dalam menghadapi tersangka yang tidak bekerja sama dan bahkan 

menghalang-halangi proses penyidikan. 

2. Seyogyanya para pemerintah memberikan anggaran yang 

mencukupi untuk biaya operasional Polres Sleman . 

3. Seyogyanya Polri melakukan pelatihan secara khusus terhadap 

para penyidik agar mampu bekerja lebih baik dan tidak menyalahi 

peraturan yang telah ada. 
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